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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2017
TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN DENGAN BIAYA MANDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat
(2) Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, menyebutkan Pegawai Negeri Sipil
berhak memperoleh pengembangan kompetensi;

b. bahwa pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan, profesionalisme dan pembinaan karir bagi
Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi antara lain
melalui pendidikan lanjutan dan dalam pelaksanaannya
dapat diberikan dalam bentuk izin belajar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Pedoman Pendidikan dengan Biaya Mandiri Bagi
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menlhk-Setjen/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan



Menetapkan
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Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DENGAN
BIAYA MANDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang bekerja pada unit kerja di Pusat dan
Unit Pelaksana Teknis di daerah.

2. Pendidikan Dengan Biaya Mandiri adalah kegiatan
belajar formal untuk berbagai jenjang dengan biaya
sepenuhnya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

3. Izin Belajar Dengan Biaya Mandiri yang selanjutnya
disebut Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan
oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang akan
mengikuti studi dengan biaya mandiri.

4. Penggunaan ljazah adalah proses penggunaan ijazah
formal yang dikaitkan dengan status kepegawaian
seseorang sebagai PNS berdasarkan penyesuaian ijazah
akademik terakhir yang diperolehnya apabila pangkat
minimal dari ijazah yang dimiliki telah dipenuhi, namun
dengan penggunaan ijazah tersebut akan mempengaruhi
pangkat akhir/puncaknya.

5. Penyesuaian Iljazah adalah salah satu bentuk kegiatan
mutasi kepegawaian berupa perubahan data
kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status
kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah

akademik terakhir yang diraih oleh PNS yang dapat
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10.

11.

diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai
penyesuaian ijazah apabila pangkat yang dimiliki masih
dibawah pangkat minimal sesuai ijazahnya.
Pencantuman Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian
adalah proses pencantuman gelar akademik secara
formal yang dikaitkan dengan status kepegawaian
seseorang sebagai PNS, berdasarkan penyesuaian ijazah
akademik terakhir yang diperolehnya, apabila pangkat
minimal dari ijazah yang dimiliki telah dipenuhi, namun
dengan pencantuman gelar tersebut akan mempengaruhi
pangkat akhir/puncaknya.

Bidang Studi adalah bidang ilmu yang akan ditempuh
oleh PNS yang mengajukan Izin Belajar sesuai dengan
pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam
jabatan pada unit kerjanya, sesuai dengan analisis beban
kerja dan perencanaan tugas belajar Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tim Penilai Izin Belajar adalah tim yang terdiri dari
pengelola kepegawaian dan pejabat lain yang dibentuk
oleh Pejabat yang berwenang dalam lingkungan Eselon I
masing-masing yang bertanggung jawab langsung kepada
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Unit Kerja Eselon [ adalah Sekretariat Jenderal/
Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan di
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja eselon II atau
Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menteri adalah menteri yang mengurusi bidang

lingkungan hidup dan kehutanan.
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BAB II
STUDI DENGAN BIAYA MANDIRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Studi dengan biaya mandiri bagi PNS Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan melalui

pemberian izin belajar.

Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan dengan ketentuan:

a
b.

o

e

program studi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
dilakukan di luar jam kerja;

tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari; dan

lokasi sekolah/perguruan tinggi dapat ditempuh
dengan waktu kurang lebih 2 (dua) jam atau jarak
tempuh kurang dari 60 (enam puluh) kilometer dari

kantor.

Sekolah/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d, yang dapat diajukan dalam permohonan

izin belajar, dengan ketentuan:

a.

mempunyai program studi dengan akreditasi paling
rendah B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN-PT);

program pendidikan yang diselenggarakan oleh
Universitas Terbuka (UT); atau

mempunyai program studi dengan akreditasi paling
rendah C dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN-PT) untuk perguruan tinggi yang
diajukan di Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara,

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

diberikan untuk jenjang pendidikan:



